
 

 

 

 

 

 

 

WALI KOTA SAMARINDA  

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA 

NOMOR 74 TAHUN 2023  

      

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : a. berdasarkan Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta 
monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan 

dengan peraturan kepala daerah;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018 
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3Tahun1953 tentang Perpanjangan 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan    sebagai Undang-

Undang  (Lembaran  Negara Tahun1959  No. 72; Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 1820)  sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2756 ); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856 ); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Bertita Daerah 

Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Samarinda 

Nomr 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 

Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda 

Tahun 2020 Nomor 187). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH. 

 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Wali Kota Nomor 

22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 22),  sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota 

Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 

187), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 17 

(1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material 

atas penggunaan Hibah yang diterimanya.  

(2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi: 

a. laporan penggunaan Hibah;  
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa 

Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa 

uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi 

penerima Hibah berupa barang/jasa. 
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui SKPD terkait 

untuk hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa, paling 
lambat 12 (dua belas) bulan sejak Hibah diterima. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek 

pemeriksaan. 
(5) Terhadap penggunaan Hibah berupa uang dengan jumlah diatas 

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan 

pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.  

(6) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bersifat atestasi 
(suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang independen 

dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam 

semua hal yang material, dengan kriteria yg telah ditetapkan) 
sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan 

pertanggungjawaban. 
(7) Kepala SKPD terkait wajib melakukan pemantauan dan evaluasi 

guna percepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban 

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(8) Apabila penerima Hibah sampai batas waktu belum 
menyampaikan laporan penggunaan Hibah maka SKPD terkait 

wajib memberikan surat teguran pertama sesudah batas waktu 

yang telah ditentukan, jika tidak mengindahkan surat teguran 
pertama maka SKPD terkait wajib memberikan surat teguran 

berikutnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah 

diterimanya surat teguran pertama dan seterusnya.  
(9) SKPD terkait mengendalikan penerimaan, pengadministrasian 

dan penimpanan dokumen laporan penggunaan Hibah berupa 

barang/jasa.  
(10) Dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Samarinda. 

  

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 8 Desember 2023 

WALI KOTA SAMARINDA, 

ttd 

ANDI HARUN 

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 8 Desember 2023 

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

ttd 

SAM SYAIMUN 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 465 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum, 
 

 

 
EKO SUPRAYETNO, S.Sos 

Pembina Tingkat I / IV b 

NIP. 19680119 198803 1 002 
 


